
,BUPATI LAMPUNG TIMUR -

PER4.TURAN DAERAH KABUPATEN Li-\jVIPUNGTIlVIUR 

l~OlV(OR: 27 TA.HUN: 2000 

TENTA,.~G 

PEl\'1BEN1T'KAN BADAN PI<.JHVAKILAN DESA
 

KABUPATEN LAiVIPFNG TI~'IUR
 

DENGAN RAHNIAT TUHAN YANG l\IAHA ESA 

BUPATI LAl'lPUNG TIlVIUR 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 104 Undang-Lndai.g Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahanan Da,;rah .10 Pasal 32 s/d 42 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Noma!" 64 Tahun 1999 Tentang 

Pedoman Umum Pengaturar: Mengenai Desa, perlu ditetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pembenrukan Badan Perwakilan Desa Kabupaten 

Lampung Timur ; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahilll_1964 teniang Pembenrukan Daerah 

Tingkat I Lampung ( Lernbaran Negara Tahun 196-l ~,'mor 95. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688 ); 

2. Undang-Undang	 Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembenrukan 

Kabuparen Daerah Tingkar II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkar 

II Lamj.ung Timur dan Kctamadya Daerah Tingkat IT .\fetro 

( Lemb•.ran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara j..Jomor 3825 ); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999' tentang Pemerintahan Daerah 

(Lemb.rran Negara Tahun l~99 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara N01ll.0r 3839 ); 

4.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang 

Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan 

Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai 

Pelaks..naan Undang-Uadang Nomor 5 Tahun ·1979 tentang 

Pemer'ntahan Desa ; 



5. Keputusan Menteri Dala.n	 Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang 

Pctunj, l'elaksanaan dan Pcnycsuaian Pcristilahan dalam 

Penyc'cnggaraan Pcmerintahan Desa dan Kclurahan ; 

6. Keputusan	 Menteri Dalam l\egeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ; 

7.	 Kepi.tusan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 teruang 

Pcdo.nan Umum mcngcnai Pembenrukan Kelurahan, 

DENGAN PERSETl..JJUAN DE\VAN PEH.WAKJLAN RAKI'AT DAER_-\H 

KABUPATEN LA~·rr1.TNG TII\HTR. 

MEiVIl.JTUSKAN 

Menetapkan PEllATURAN DAERAH KAllllPATEN T.. vVI1'Uf\G TL\fLl< 

TE~TA.l'iG PE~ifBENTlJKAN BADAJ'~ PEH.\~/AKIL-\..." DESA 

J(/\3UPATEN LMifi'UNC TIJVJTTR. 

BABl
 

KETENTUAN lITvfU~1
 

Pasal J
 

Dalam Perarnran Daerr 1 ini yang dirnaksud dengan : 

a. Bupat. adal..h Bupa.i Larnpung Timur 

b. Badan Perwakilan Desa adalah Lernbaga Peiuerintahan Desa yang anggota-anggoranya 

terdiri dart pernul.a-pcmuka masyarakat yang ada di Desa, Tokoh Adat, \gJffiJ.. 

Organis•. si Sosial Politik, dan Golongan Profen Desa. 

B A B Ii
 

PE:MBENTUKAN
 

Pasal2
 

1.	 Tujuan Pembentukan Badan Perwakilan Desa adalah untuk memp erkuat Pemerintahan 

Desa serra mewa-Iahi perwujudan Pelaksanaan Demokrasi berdasarkan Pancasila di 

Des r.. 

2.	 Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejejar dan menjadi rnitra dari Pemerinrahan 

Desa. 
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Pasal3 

Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan keanggotaannya didasarkan paela hasil pemilihan 

I musyawarah pemuka-pemuka masyarakat yang ada eli Desa yang bersangkutan 

Pasal -1 

1.	 Anggota Badan Perwakilan Desa dipilin dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi 

persyaratan. 

2, Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota. 

B A B ITI
 

KEDUDUKA..i~, TeGA") dan FUNGSI
 

Pasal5
 

1.	 Badan Perwakilan Desa dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Desa adalah nitra 

sejajar Kepala Desa elan wadah permusyawaratan clalam Pelaksanaan Demokrasi 

Pancasila eli Desa, 

2.	 Badan Perwakilan Desa mempunyai rugas unruk menyalurkan pendapat masyarnkat 

Desa dalarn setiap reneana yang diajukan Kepala Desa sebelum dijadikan Keputusan 

Desa. 

3.	 Badan Pcrwakilan Desa berfungsi : 

a.	 Mengayorr i yaitu menjaga kc lestariar, adat istiadat yang hidup elan berkernbang eli 

Desa yang bersangkutan sepanjang rnenunjang kelangsungan pernbangunan. 

b. Legeslasi	 yaitu merumuskan dan men napkan Peraturan Desa bersama-sama 

Pemcrintah Desa. 

c.	 Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, 

Anggaran Pendapatan (Ian Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. 

d.	 Menampung Aspirasi .nasyarakat yaitu rnenangani dan menyalurkan aspirasi yang 

diterima dari masyarak.it kepada Pejabat at.,u instansi yang berwenang. 

BAB IV
 

KEANGGOTAAN DAN PENGURUS
 

Pasa) 6
 

Keanggotaan Baclan Perwakilan Desa dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan 

adat, agarna, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 



a.	 Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Malia Esa, 

b.	 Setia dan Taat kepada Pancasila danUl.Il) 1945. 

c.	 Tidak peinah terlibai langsung atau tidak Ia.igsung dalam kegiatan yang menghianati 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1~)45 ; G.30 S / PKI atau kegiatan organisasi 

terlarang lainnva. 

d.	 Berpendidikan sekurang-kurangnya SD / berpengetahuan sederajar. 

e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun, 

f Sehat Jasmani dan Rohani. 

g.	 Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya. 

h.	 Berkelakuan baik, jujur dan adi1. 

1.	 Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan Tindak Pidana. 

J. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Kepurusan Pengadilan, 

k, Mengeual daerahnya dan dikenal o.eh masyarakat di Desa setempat, 

1.	 Bersedia die alonkan. 

m.Memenuhi	 syarat lam yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan 

Desa. 

Pasal 7 

Pengurus Badan Perwakilan Desa terdiri dari : 

a.	 Ketua drn Wakil Ketua. 

b.	 Sekretaris. 

c.	 Anggota dipilih oleh masvarakat sesuai dengan jumlah penduduk yaitu : 

a.	 Sampai dengan 1500 jiwa, 5 Anggota. 

b. 1501 sampai dengan LOOO jiwa, 7 Anggora. 

c.	 2001 sampai dengan L500 jiwa, 9 Anggota. 

d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 Anggota 

e. Lebih dari 3000 jiwa 13 Anggota. 

PasaI8 

1.	 Pengurus Badan Perwakilan Desa clipilih dari clan oleh anggota BPD dengan syarat 

sebagai berikut : 

a.	 Pengurus Badan Perwakilan Desa tidak boleh merangkap jabatan / tugas di 

Pemerintahan Desa. 

b.	 Berpendidikan sere.idah-rendahnya SD / Sederajat. 

c.	 Berdomisili 2 tahui. berturut - turut di Desa yang bersangkutan. 
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2. Pimpinan	 BPD dipilih dari clan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD 

sccara khusus, dan ditctapk.ui dala.n Pcraturan Desa dan disyahk.m olch Bupati. 

3.	 Badan Perwakilan lJesa memiliki Sekretariat UPD yang berliinan dengan Kantor Kepala 

Desa. 

BAR V
 

ILL\K, WEWENANG DAN KEWAJJ BAN
 

Pas"l9
 

1. Anggoza Badan Perwakilan Desa berhak atas uang sidang/tunjangan sesua: kemampuan 

Keuangan Desa yang ditctapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan clan Belanja 

Desa. 

2. Badan	 Perwakilan Dera berwenang unuik mengawasi Kopala Desa jika tidak 

melaksanakan kebijakan yang ditentukan Badan Perwakilan Desa. 

3.	 Badan Perwakilan Des? berhak mengingatkan Kepala Desa tentang akan berakhirnya 

masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan. 

4.	 Badan Perwakilan Des? berhak menolak pertanggungjawaban Kepala Desa jika tidak 

sesuai dengan tugas yang cliusu1kan oleh BPD. 

5.	 Badan Perwakilan Desa berkewajiban mengusulkan Kepala Desa untuk diberhentikan 

kepada Bupati jika terjadi sesuaru hal yang merugikan kegiatan Desa dengan tembusan 

kepada Camat, 

6. Pimpinan dan anggota RPD yang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat Desa 

atau melakukan Tindakan Piclana dapat dibcrhentikan oleh Bupati atas usul Carnal. 

PasaJ 10 

Badan Perwakilan Desa menjalankan hak, wewenang clan kewajiban ) ang sama yaitu untuk 

memperharikar- sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkcrnbang dalam masyarakat. 

BAB VI
 

j\tEKANISj\JIE RAPAT DAN TATA TERTIB
 

BADAN PER'VAKILAN DESA
 

Pasall1
 

1. Rapat Bad,UI Perwal ilan Desa dilaksanakan	 paling sedikit satu 1-.:'11i dalam satu tahur 

anggaran dan clapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan, 

2. Tata Tertib BPD diatur oleh Pimpinan DPD dengan persetnjuan seluruh anggota BPD. 
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BABVII
 

MASABAKTI
 

Pasal12
 

1.	 Pimpinan dan Anggota DPD memiliki masa bhakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 
tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali 

2. Pimpinan dan Anggota	 BPD yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat 
dilakukan penggantian me1alui forum rapat BPD, masa bhakti pengganti adalah sisa 
masa bhakti pimpinan atau anggota yang digantikan 

3. Tindakan penyidikan terhadap anggota	 BPD dilakukan pihak penyidik diberitahukan 
kepada pimpinan BPD dan Kepala Desa yang bersangkutan, 

BAB VIII
 

KETENTUAN PERALUIAN DAN PENlITUP
 

Pasal13
 

a.	 Organisasi Pcmerintanan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya sudah ada pada 
saat berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, 

b.	 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah yang 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal14 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeran ini akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati sepanjang mengenai pe1aksanaannya. 

Pasal15 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

" Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan setiap pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur, 

Ditetapkan di : Sukadana 
Psda tanggal : 31 Oktober 2000 ..	 , 

'nuJ>ATI LAMPlJNG TThfiJR 

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES 

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur
 
Dengan Surat Keputusan Nomor : 170/34/ X/ SK / DPRD - LTM /2000
 
Tanggal 31 Oktober 2000
 

Diundangkan di Sukadana
 
Pada Tanggal 0 ovember 2000
 

SEKRETAA~;,U~," ABUPATEN LAi\WUNG TIl\1UR
 
<.,;\~,;,:;"~,,,~,-,::~~:p.,.~.. SANA TUrl-GAS /
 

-	 ..,~ ';''>'/i.J..:. .f ,,~....-'" •..• ~ ', \ '. -. - ...... 
;.....~ I	 ~.p,,_•.---- .... :i F-' \'»'"'-: \ 'i ' 

~ \.~1:::~~P: .. ::··~:·:···; '1-t	 , 
1'\""- DRS.~CHTARACHMAD 
~~s:-.;-::-4~~iIl<a NIP. ul0082653 

LEMB~ERAHKABUPATEN LAMPUNG TlNIUR l'AHUN 2000 NOMOR : 27 



7 

PENJELASAN
 

ATAS
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

NOMOR: 27 TAIllJN: 2000
 

TENTANG
 

PEMBE'NT1JKAN BADAN PER\VAKILAN DESA
 

KABUPATENLANWu~GTINillR 

A.	 PENJELASAN UMUM 

Bacan Perwakilan Desa atau disingkat BPD adalah suatu bentuk Lembaga 

Pemerintahan Desa yang keberadaannya adalah Patner Kepala Desa dalam rnenjalankan 

tugas dan fungsinya. 

Badan Perwakilan Desa merupakan Wadah Resmi Pemerintahan Desa yang bukan dari 

unsur Pemerintah Desa atau bukan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan dan 

anggota BPD terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, tokoh ada', agama, organisasi 

sosial politik, golongan profesi dan lain -lern. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 32 sid 42 Keptusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64­

Tahun 1999 tentang Ped.oman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka perlu 

menetapkan Peraturrn Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Badan Perwakilan 

Desa. 

B.	 Pasal demi Pasal 

Pasal 1 sid 15 Cukup jelas. 


